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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan atas regulasi Tentang 

Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin yang 

dituangkan dalam Surat Edaran Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 
800/1303/ITDA/2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan 

normal baru yang mengatur pola dan tingkah laku pegawai di wilayah kerja Inspektorat Daerah Musi 

Banyuasin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Impelementasi Kebijakan menurut 

Ripley dan Franklin bahwa keberhasilan proses implementasi didukung oleh tiga dimensi, yaitu : 1) 
Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi diatasnya, 2) Kelancaran Rutinitas, 3) Tercapainya 

pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah. Metode Penelitian yang digunakan metode 

deskriptif kualitatif untuk mengambarkan bagaimana pelaksanaan dari Surat Edaran Inspektur 
Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1303/ITDA/2020 Tentang Peringatan dan 

Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa pada dimensi 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi diatasnya 
dalam Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin 

Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin, 

sudah berhasil diimplementasikan, bentuk kepatuhan tersebut adalah selain pelaksanaan Surat 

Edaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/1434/ITDA/2020, dilaksanakan 
juga regulasi yang sejalan dengan tatanan normal baru. 2) Dimensi Kelancaran pelaksanaan rutinitas 

dalam Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang 

Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin, berhasil 
diimplementasikan pihak Inspektorat Daerah Musi Banyuasin sudah memahami isi dari Surat Edaran 

serta mampu melaksanakan isi dan himbuannya dengan cara bekerja dengan sistem piket yang telah 

dijadwalkan perminggu dan tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan selama bekerja. 3) Dimensi 

Tercapainya pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki dalam Surat Edaran Kepala Inspektorat 
Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran 

Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil dicapai, karena dalam pelaksanaannya tidak 

menurunkan semangat kerja para pegawai  dan tidak menurunkan kinerja para pegawai. Adapun 
saran untuk penelitian ini adalah para pegawai Inspektorat Daerah harus mampu berdampingan 

dengan pandemi dan cepat memahami cara bekerja dalam tatanan new normal. 

 

Kata Kunci : Covid-19, birokrasi, Implementasi, Surat Edaran Inspektur Inspektorat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1303/ITDA/2020 
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ABSTRACT 

 

The background of this research is the covid-19 pandemic which requires the adaptation of 

new normal habits. As an appeal to regulate the pattern and behavior of employees in the era of 

adapting to new norms in the work area of the Musi Banyuasin Regional Inspectorate, a regulation 

was made as outlined in the Circular of the Inspectorate of the Regional Inspectorate of the Musi 

Banyuasin Regency No. 800/1303/ITDA/2020.This study used a qualitative descriptive method to 

describe how the implementation of the Circular of the Regional Inspectorate of Musi Banyuasin 

Regency No. 800/1303/ITDA/2020 Concerning Warning and Full Precautions for the Spread of 

Covid-19 in Musi Banyuasin Regency. The results showed that in dimension 1) the level of 

bureaucratic compliance with the bureaucracy above it in the Implementation of the Circular Letter 

of the Head of the Government Inspectorate of the Musi Banyuasin Regency concerning the Warning 

and Full Vigilance of the Spread of Covid-19 in Musi Banyuasin Regency, has been successfully 

implemented, the form of compliance is in addition to the implementation of the Circular. The 

Regional Inspectorate of Musi Banyuasin Regency Number 800/1434/ITDA/2020, regulations that 

are in line with the new normal order are also implemented. 2) The dimensions of the smooth 

implementation of routines in the Circular of the Head of the Government Inspectorate of the Musi 

Banyuasin Regency concerning the Warning and Full Vigilance of the Spread of Covid-19 in the 

Musi Banyuasin Regency, has been successfully implemented by the Musi Banyuasin Regional 

Inspectorate, who has understood the contents of the Circular and is able to carry out its contents 

and appeals by means of work with a picket system that has been scheduled weekly and still do not 

ignore health protocols during work. 3) Dimensions The achievement of the desired implementation 

and impact in the Circular of the Head of the Government Inspectorate of the Musi Banyuasin 

Regency concerning the Warning and Full Vigilance of the Spread of Covid-19 in the Musi 

Banyuasin Regency has been successfully achieved, because in its implementation it does not reduce 

the morale of the employees and does not reduce the performance of the employees. The Suggestion 

for this research is that employees must be able to coexist with the pandemic and quickly understand 

how to work in the new normal. 

 

Keywords : Covid-19, Bureaucracy, Implementation, Circular of the Regional Inspectorate of 

Musi Banyuasin Regency No. 800/1303/ITDA/2020, Musi Banyuasin Regional Inspectorate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dikelola oleh ribuan pejabat 

pemerintah/penyelenggara negara yang disebut administrator. Dalam praktiknya, namanya 

berbeda-beda sesuai dengan jabatannya masing-masing: Presiden, Menteri, Sekretaris 

Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kapolri, Jaksa Agung, Direktur, Kepala 

Badan, Direktur, Direktur, Gubernur, Tingkat 1 Penanggung Jawab Daerah, Walikota, 

Kepala Daerah Tingkat II, Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Wilayah, 

Kepala Kantor Wilayah, Kepala Jalan, Kepala Desa, dll. Sederhananya, publik menyebut 

elemen – elemen ini sebagai pemerintah. 

Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang 

dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan, yaitu : (1) Mengeluarkan Keputusan 

(beschikking), (2) Mengeluarkan Peraturan (fregeling), dan (3) Melakukan Perbuatan 

Materill (materiele daad). 

Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, secara umum diperuntukkan bagi 

kepentingan masyarakat luas, yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh 

pemerintah. Kebijakan ini dibuat dengan alasan dan tujuan tertentu yang akan memberikan 

sebuah dampak terhadap masyarakat luas (publik). 

Menurut Wilson (2006:154) mengemukakan bahwa kebijakan itu merupakan 

tindakan, objektif, dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang 

mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan 

penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi). 
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Kebijakan publik seringkali dipandang sebagai alat untuk menyelesaikan konflik 

antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan antara pemerintah dan sektor swasta. Salah 

satu akar penyebab konflik, terutama di masyarakat maju, adalah aktivitas sosial ekonomi. 

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai 

maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu 

masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007 : 18) 

Menurut Carl Freidrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan ata kegiatan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dimana terdapat hambatan – hambatan dan kemungkinan – kemungkinan dimana kebijakan 

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai yang dimaksud (Leo 

Agustino, 2006 : 7) 

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah – 

masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, 

tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan 

langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Riant Nugroho, 2009 : 494) 

Dalam implementasi sebuah kebijakan melibatkan berbagai usaha dari policy maker. 

Untuk mempengaruhi semua aktor-aktor kebijakan dalam memberikan pelayanan atau 

mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya 

melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan komite 

sekolah untuk mengubah metode pengajran guru di kelas. Sebaliknya, untuk kebijakan 

makro, misalnya kebijakan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka usaha-

usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa. 
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Seperti yang sedang dialami negara kita sekarang, lingkungan internasional/global 

sedang memberikan tuntutan terhadap sistem politik negara kita. Fenomena munculnya virus 

Covid-19 yang bermula dari kota Wuhan, Hubei, Cina pada 1 Desember 2019. Menuntut 

setiap negara untuk membuat kebijakan terhadap masyarakatnya untuk menekan bahkan 

memotong jalur penyebaran virus Covid-19. 

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar 

sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini tentunya mendorong pemerintah Indonesia untuk 

melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona. Salah satu tindakan 

pertama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan membuat satuan gugus 

tugas percepatan  penanganan covid-19, dengan melibatkan banyak elemen birokrasi dari 

pusat hingga ke pemerintahan desa.  
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Gambar 1 Bagan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia 
 

Sumber : Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020, diolah Penulis 2021 
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Politik, Hukum dan Keamanan 

Menteri Kesehatan 

Menteri Keuangan 

Catatan : Kepala Daerah di tingkat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota membentuk Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah 
berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi 

Ketua Pelaksana. 
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 Sejak virus korona ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia telah beragam upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan pemutusan rantai virus korona, mulai 

dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adanya larangan mudik 

bagi warga pendatang, hingga diaturnya pola hidup masyarakat di era New Normal yang 

berpedoman dengan Kementerian Kesehatan No.Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang 

Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum.  

 Seluruh wilayah di bagian daerah Indonesia, tentu merasakan dampak dari pandemi 

ini, dan secara sadar ikut melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat, menyesuaikan 

pertimbangan dan rekomendasi dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19 di daerah masing – masing, tak terkecuali Kabupaten Musi Banyuasin. 

 Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera 

Selatan, yang merupakan Kabupaten terkaya di Sumatera selatan dan Kabupaten terkaya 

nomor 4 dari 10 Kabupaten yang terdaftar sebagai Kabupaten terkaya di Indonesia. 

 Kabupaten Musi Banyuasin sejalan dengan instruksi yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Pusat terkait aturan dan kebijakan New Normal yang sudah diberlakukan, maka 

Bupati Musi Banyuasin sebagai Kepala Daerah juga membuat dan memberlakukan 

kebijakan terkait New Normal bagi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. 

 
 

Gambar 2 Peta Persebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin 
Sumber : mubakab.go.id 
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 Berdasarkan gambar 2, bahwa roadmap dengan warna merah menandakan ada 10 

pasien covid-19 atau lebih, warna kuning menandakan ada kurang dari 10 pasien covid-19. 

dan warna hijau menandakan tidak ada pasien covid-19. Data persebaran kasus Covid-19 

disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut : 

Tabel 1. Kasus Penyebaran Covid-19 disetiap Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin 

( data per 1 Februari 2021 / Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
No Kecamatan Proses 

Perawatan 

Meninggal Sembuh 

1. Bayung Lencir 8 4 35 

2. Tungkal Jaya 2 0 50 

3. Lalan 0 1 20 

4. Keluang 2 1 14 

5. Sungai Lilin 16 7 73 

6. Batang Hari Leko 1 1 9 

7. Sanga Desa 0 1 20 

8. Babat Toman 6 3 43 

9. Lawang Wetan 6 1 17 

10. Sekayu 50 10 395 

11. Lais 19 3 28 

12. Babat Supat 1 1 23 

13. Plakat Tinggi 2 0 25 

14. Sungai Keruh 1 1 23 

15. Jirak Jaya 0 0 9 

Jumlah Keseluruhan : 95 34 828 

 Sumber : Dinkes.mubakab.go.id, diolah Penulis 2021 
 

 Dilihat dari tabel 1, bahwa jumlah kasus masyarakat yang terpapar Covid-19 di 

Kabupaten Musi Bayuasin sebanyak 957 jiwa, 95 jiwa dalam proses perawatan, meninggal 

34 jiwa, dan pasien sembuh sebanyak 828 jiwa. Dan Kecamatan yang paling banyak kasus 

Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Kecamatan Sekayu. 

 Selama wabah Covid-19 terjadi, tercatat bahwa Kecamatan Sekayu menjadi 

Kecamatan pertama yang ditetapkan sebagai Zona Merah, setelah diumumkan kasus pertama 

yang ditemukan di Kecamatan Sekayu dan menjadi Kecamatan yang masyarakatnya 

terkontaminasi virus korona paling banyak dibandingkan Kecamatan – Kecamatan lainnya 

di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan awal persebaran yang dideteksi terjadi pada 
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klaster perkantoran, tentunya Instansi baik pemerintahan maupun swasta di Kecamatan 

Sekayu yang merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Musi Banyuasin pastinya ikut 

terdampak, apalagi Perangkat Daerah. 

Tabel 2. Kasus Penyebaran Covid-19 di Perangkat Daerah Musi Banyuasin 

(Data per 1 Februari 2021 / Pada Masa PSBB) 

 

No.  Nama Perangkat Daerah  Jumlah Pegawai Terpapar Covid-19 

1. Inspektorat Daerah 7 

2. Dinas Perikanan 6 

3. Dinas Perencanaan Umum dan Penataan 

Ruang 

1 

4. Dinas Lingkungan Hidup 3 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

SDM 

3 

7.. Sekretariat Daerah 1 

8. Dinas Ketahanan Pangan 1 

9. Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional 

1 

10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 

11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

3 

12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 

13. Dinas Kesehatan 2 

14. Pengadilan Negeri 1 

15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 

16. Dinas Pemuda dan Olahraga 2 

Jumlah Keseluruhan 40 

Sumber : Dinkes.mubakab.go.id, diolah Penulis 2021 

 

 Berdasarkan tabel 2, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan 

Perangkat Daerah yang memiliki kasus cluster covid-19 tertinggi.  Selama wabah Covid-19 

terjadi, disinyalir bahwa di Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan 5 

orang pegawai terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang Non-PNS yang dinyatakan positif 

terpapar Covid-19.  

 Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin semejak mewabahnya virus korona,  

merupakan Perangkat Daerah Pemerintahan pertama yang ditutup sementara waktu karena 

ditemukan 5 orang pegawainya yang positif terpapar Covid-19. Melihat pada kenyataan yang 

ada, maka memang sudah semestinya protokol kesehatan yang diterapkan dalam mencegah 
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penyebaran Covid-19 harus diperketat. Sebagai Perangkat Daerah yang mengawasi kinerja 

instansi - instansi pemerintahan  lainya, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

harus menjadi contoh yang baik bagi intansi lainnya dalam menegakkan disiplin serta turut 

serta untuk mencegah penyebaran dan mewajibkan penerapan protokol kesehatan untuk 

menekan angka terpaparnya virus Covid-19 dengan tetap produktif di era New Normal di 

lingkungan Inspektorat Daerah. 

 Regulasi terkait Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di 

Kabupaten Musi Banyuasin, telah dihimbau pada setiap Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin melalui Surat Sekertaris Daerah No. 440/1949/KES/IX/2020 

Tanggal 30 September 2020. Himbauan tersebut dibuat dengan tujuan untuk : (1) Himbauan 

agar semua orang harus menggunakan masker dengan benar yang menutup hidung, mulut 

sampai ke dagu guna mencegah penyebaran penyakit Covid-19 di Kabupaten Musi 

Banyuasin, (2) Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin, 

sebelum dan sesudah beraktifitas, (3) Menjaga jarak minimal 2 meter dan menghindari 

kerumunan, dan (4) Melakukan disinfektan permukaan secara rutin, (5) Menjaga imunitas / 

daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang, multivitamin, dan 

menghindari stress, serta (6) Setelah pulang dari aktifitas luar rumah untuk segera 

membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian sebelum melakukan kontak dengan 

anggota keluarga dirumah. 

Sebagai upaya Implementasi Himbauan dari Sekertaris Daerah di wilayah 

lingkungan kerja Inspektorat Daerah, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin membuat Regulasi sendiri sebagai perpanjangan dari himbauan tersebut, yang 

dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 800/1434/ITDA/2020 yang harapannya dapat 

diimplementasikan dengan baik seluruhnya bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non 

PNS di wilayah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.  
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Surat Edaran Nomor 800/1434/ITDA/2020 menghimbau bahwa baik Pegawai 

Negeri Sipil maupun Pegawai Non PNS di wilayah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin melaksanakan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH)  

dengan sistem 50:50 (pergantian pegawai) dengan sistem piket yang dijadwalkan melalui 

Surat Tugas Perminggu, dengan catatan bagi yang sedang melaksanakan Work From Home 

(WFH)  tidak diperbolehkan berkeliaran pada jam kerja. Dengan kata lain, pegawai 

diberikan jadwal dengan Surat Tugas yang ditetapkan dan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan dimulai dari mewajibkan penggunaan masker selama berada di wilayah kantor, 

pengecekan suhu badan sebelum memasuki kantor, memakai handsanitizer dan menjaga 

jarak minimal 1 meter. Selain itu, bagi yang melaksanakan piket kantor harus tetap 

melaksanakan fingerprint dan pegawai membuat SKP Harian. 

 Berdasarkan data dan pemaparan diatas, maka perlu adanya penelitan untuk melihat 

bagaimana proses implementasi kebijakan di wiliyah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin, melalui Implementasi Surat Edaran Nomor 800/1434/ITDA/2020 dan akan 

dibahas melalui Skripsi ini dengan judul  “Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh 

Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah 

: Bagaimana Proses Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di 

Kabupaten Musi Banyuasin? 
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C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Surat 

Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan 

Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Kegunaan bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Kebijakan 

Publik yaitu memberikan gambaran terkait dengan proses implementasi kebijakan, 

dalam hal ini melalui  proses Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/1434/ITDA/2020. Implementasi 

Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang 

Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

2. Manfaat  Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi bagi Inspektorat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih baik dalam hal Implementasi Surat Edaran Kepala 

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan 

Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. 
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